BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Kewajiban laki-laki terhadap orang tua dan istri dalam hukum positif
Indonesia, memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak saling bertentangan.
Kewajiban terhadap orang tua diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019, sedangkan kewajiban terhadap istri diatur
dalam Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan dan diperjelas dalam Kompilasi
Hukum Islam. Masing-masing memiliki tujuan hukum dan memberikan
perlindungan terhadap pihak yang berbeda. Persoalan muncul ketika kedua
norma tersebut bertemu pada satu subjek, yaitu laki-laki yang sekaligus
berkedudukan sebagai suami dan anak, terutama ketika kemampuan ekonomi
yang dimilikinya terbatas sehingga kedua kewajiban tetap dapat dilakukan
dengan mengutamakan kepentingan yang lebih mendesak.

Analisis Magasid al-Syari‘ah terhadap kewajiban laki-laki terhadap orang tua
dan istri, sama-sama memiliki nilai kemaslahatan dan harus dilaksanakan
secara proporsional. Ketika terjadi keterbatasan kemampuan, penentuan
prioritas tidak dilakukan dengan menganggap salah satu pihak secara mutlak
lebih utama, tetapi dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan, kondisi
orang tua dan istri, kemampuan ekonomi laki-laki, serta potensi maslahat dan

mafsadat yang ditimbulkan. Oleh karena itu, Magasid al-Syari‘ah dapat
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menjadi pendekatan untuk mengisi belum adanya mekanisme prioritas dalam
hukum positif, dengan mendahulukan kebutuhan yang paling mendesak,
khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan dariiriyyat, keselamatan, dan
keberlangsungan hidup, sekaligus tetap berupaya memenuhi hak pihak
lainnya agar tidak terjadi kemudaratan yang lebih besar.

B. Saran-Saran

1. Bagi pembentuk peraturan perundang-undangan, perlu dipertimbangkan
adanya pengaturan atau pedoman yang lebih jelas mengenai penyelesaian
ketika kewajiban seorang laki-laki terhadap orang tua dan istri bertemu dalam
kondisi kemampuan yang terbatas. Pengaturan tersebut tidak dimaksudkan
untuk mengubah atau mempertentangkan Pasal 34 dan Pasal 46, tetapi untuk
memberikan parameter prioritas dan mekanisme penyelesaian berdasarkan
tingkat kebutuhan, kemampuan ekonomi, kondisi para pihak, serta prinsip
kemaslahatan.

2. Bagi laki-laki yang telah menikah, pelaksanaan kewajiban terhadap orang tua
dan istri hendaknya dilakukan secara seimbang dan bertanggung jawab. Laki-
laki tidak seharusnya mengabaikan kewajiban terhadap orang tua setelah
menikah, tetapi pada saat yang sama juga tidak boleh mengabaikan hak-hak
istri dan kebutuhan dasar rumah tangga. Apabila kemampuan terbatas, perlu
dilakukan penentuan prioritas berdasarkan tingkat kebutuhan dan kondisi
nyata masing-masing pihak, bukan berdasarkan tekanan emosional atau

kepentingan salah satu pihak semata.
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3. Bagi keluarga, apabila terjadi perbedaan kepentingan antara kebutuhan orang
tua dan kebutuhan istri, penyelesaiannya sebaiknya dilakukan melalui
komunikasi dan musyawarah dengan mengedepankan sikap saling
memahami. Orang tua dan istri hendaknya tidak menempatkan laki-laki pada
pilihan yang bersifat mutlak antara “orang tua atau istri”, tetapi bersama-sama
mempertimbangkan kemampuan yang tersedia dan kebutuhan yang paling

mendesak agar tidak menimbulkan konflik keluarga yang lebih besar.
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